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ABSTRACT

This study aims toanalyze the relationship between the quality of digital-based
services andpublic satisfaction at the Kediri Regency Land Office. The study
employs anexplanatory quantitative approach with a cross-sectional survey design
througthe distribution of questionnaires to 54 respondents who are users of digital-
based land services. Service quality was measured using the five dimensions of
SERVQUAL: tangibles,reliability, responsiveness, assurance, and empathy, while

public satisfaction was measured using the components of the Public Satisfaction
Index (PSI). The results indicate a positive and significant relationship between the
quality of digital-based services and public satisfaction, with a regression
coefficient of 0.447 and p < 0.001. The R-squared value of 0.339 indicates that the
research model explains 33.9% of the variation in public satisfaction, while the
remaining 66.1% is related to other factors not examined in this study. The PSI
value of 81.50 indicates that the service falls into the “good” category. Thus, the
better the quality of digital-based services perceived by respondents, the higher the
level of public satisfaction. However, because this study used a cross-sectional
survey design, the results indicate a statistical association but do not prove a cause-

and-effect relationship.
Keywords:

quality of digital-based services, public satisfaction, land administration services,

IKM, SERVQUAL.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik di seluruh dunia. Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1),
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transformasi digital di sektor publik saat ini menjadi kebutuhan krusial
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan transformasi tersebut perlu dimonitor secara berkelanjutan dengan
menilai persepsi kualitas layanan dan tingkat kepuasan pengguna sebagai
indikator utama keberhasilan layanan digital yang disediakan. Penelitian
menunjukkan bahwa penerapan e-government dan digitalisasi layanan publik
berpotensi mempercepat proses administratif, memperluas akses layanan, serta
meningkatkan kepuasan warga terhadap layanan pemerintah (Hadyalbarr &
Unggul, 2025; Ramadhan & Pribadi, 2024).

Fenomena ini sejalan dengan arahan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
mengintegrasikan teknologi digital ke berbagai bidang kehidupan, termasuk
layanan publik, dengan tujuan menyediakan layanan digital berkualitas tinggi
secara real-time, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mencapai
transparansi, interoperabilitas, dan kepuasan warga negara (Tuebou, 2024). Di
tingkat nasional, transformasi digital pelayanan publik di Indonesia telah
diprioritaskan oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan
peningkatan mutu layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui program INA DIGITAL berupaya memadukan seluruh layanan publik

dan sistem pemerintahan di Indonesia secara digital (KemenPANRB,



Pembentukan INADIGITALdan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital,
2024). Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan
aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik yang selama ini
masih menghadapi berbagai tantangan birokrasi yang kompleks dan memakan
waktu. Transformasi digital dalam pelayanan publik diperkirakan mampu
mempermudah tata kelola birokrasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi
bagi masyarakat (Renanda, 2025). Layanan pertanahan digital telah
menunjukkan kemajuan yang berarti melalui penerapan beragam aplikasi dan
sistem informasi yang memfasilitasi pengurusan dokumen pertanahan bagi
masyarakat

Penerapan teknologi Smart Service Office (SSO) di berbagai kantor
pertanahan diharapkan memberi dampak positif terhadap peningkatan mutu
layanan publik, terutama dari segi efisiensi, transparansi, dan akses layanan yang
lebih mudah. Sistem digital tersebut memungkinkan warga untuk mengakses
informasi dan menyelesaikan urusan pertanahan secara online, sehingga
berpotensi menurunkan antrean panjang dan mempercepat proses layanan.
Namun demikian, manfaat tersebut perlu diuji melalui pengukuran kualitas
layanan dan tingkat kepuasan pengguna guna menilai efektivitas implementasi
sistem digital dalam pelayanan pertanahan.

Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi instansi dalam melakukan
monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan serta meningkatkan akurasi data dan
informasi pertanahan. Manfaat tersebut tidak hanya perlu dilihat dari perspektif
internal organisasi, melainkan juga perlu dikaji melalui survei persepsi pengguna
guna mengetahui bagaimana kualitas layanan digital dan tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Temuan ini menunjukkan
bahwa digitalisasi berpotensi menyederhanakan layanan pertanahan dan
meningkatkan tingkat kepuasan publik. Secara empiris, transformasi digital di
sektor pertanahan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga
memberikan dampak signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Kepuasan
terhadap layanan digital dapat diekspresikan melalui beberapa aspek utama,

termasuk kemudahan penggunaan sistem, kecepatan layanan, keandalan sistem,



kejelasan informasi yang disampaikan, tingkat keamanan, dan kepercayaan
pengguna terhadap sistem. Aspek-aspek tersebut mencerminkan pengalaman
dan penilaian pengguna terhadap kualitas layanan digital yang diberikan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Berbagai inisiatif telah dijalankan untuk
mengimplementasikan layanan pertanahan digital. Sejalan dengan hal tersebut,
sejak tahun 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.

Salah satunya melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik,
yang memperkenalkan layanan hak tanggungan secara elektronik. Selain itu,
digitalisasi layanan pertanahan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang
menjadi dasar penerapan sertipikat tanah dalam bentuk digital. Kebijakan-
kebijakan tersebut menjadi landasan bagi kantor-kantor pertanahan untuk secara
bertahap beralih dari sistem pelayanan manual menuju sistem pelayanan berbasis
digital.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) telah mengembangkan sistem elektronik untuk berbagai layanan
pertanahan seperti pendaftaran tanah, sertifikasi, dan pelayanan informasi
pertanahan. Namun, implementasi sistem digital ini masih menghadapi berbagai
tantangan, mulai dari aspek teknis, sumber daya manusia, hingga penerimaan
masyarakat. Transformasi digital meningkatkan efisiensi, keterlibatan warga,
dan akuntabilitas pemerintah dalam pemberian layanan publik (Latupeirissa,
2024), namun pencapaian optimal dari transformasi ini memerlukan evaluasi
mendalam terhadap efektivitas implementasinya di tingkat lokal.

Sektor pertanahan di Indonesia mengalami tantangan kompleks dalam
penyelenggaraan pelayanannya. Secara historis, layanan pertanahan seringkali
diwarnai oleh permasalahan birokrasi yang berbelit-belit, proses yang memakan
waktu lama, dan kurangnya transparansi. Kondisi tersebut juga tercermin dari
berbagai pengaduan masyarakat terkait layanan pertanahan yang masih cukup

tinggi dalam laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia, yang



menempatkan sektor agraria/pertanahan sebagai salah satu bidang yang sering
dilaporkan dalam pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan pertanahan melalui
berbagai aplikasi dan sistem elektronik diharapkan dapat mengatasi
permasalahan tersebut dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun,
implementasi digitalisasi tidak selalu berjalan mulus dan menghadapi berbagai
hambatan, termasuk resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur,
dan gap digital di kalangan masyarakat (Alfarizi, 2023).

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan indikator
penting dalam mengukur keberhasilan implementasi digitalisasi Berdasarkan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik, pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu dievaluasi
secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), karena kualitas
pelayanan yang diberikan masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi
harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan
tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah.
Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik
adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan
dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pemerintah harus
berupayamaksimal untuk bersaing di era globalisasi dan digitalisasi.
Kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai jika pemerintah tidak
berkompetisi. Pembangunan nasional, terutama ekonomi, harus dilakukan secara
maksimal oleh penyelenggara negara. Kepuasan ini menjadi indikator
keberhasilan implementasi sistem informasi. Persepsi pengguna tentang kualitas
pelayanan juga sangat penting dalam menentukan keunggulan suatu layanan.
Kualitas pelayanan adalah tindakan tidak berwujud yang diberikan oleh satu
pihak kepada pihak lainnya.

Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna jika

dikelola dengan tepat. Hal ini dapat mempengaruhi pengguna untuk terus



menggunakan layanan tersebut dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan
kepuasan pengguna, perlu dilakukan upaya untuk memaksimalkan pengalaman
positif dan meminimalkan pengalaman negatif. Pada akhirnya, kepuasan 1
pengguna diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pengguna sistem informasi
(Salma dkk., 2023:198-199). Konsep pelayanan telah didefinisikan oleh
beberapa pakar. Menurut Davidow, pelayanan adalah kegiatan yang menambah
nilai atau kutilitas suatu produk bagi masyarakat. Sementara itu, A.S. Moenir
mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk memenuhi harapan pengguna, dengan tingkat kepuasan
yang dirasakan oleh kedua belah pihak.

Kepuasan masyarakat adalah respons positif atau negatif yang muncul
ketika orang membandingkan kinerja layanan dengan harapan mereka. Ketika
kinerja melampaui ekspektasi, tingkat kepuasan warga cenderung sangat tinggi
(Azwar, 2020). Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama untuk menilai
mutu layanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu langkah yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik adalah melalui pengembangan inovasi digital. Inisiatif ini
dirancang untuk menanggapi permintaan masyarakat akan pelayanan yang lebih
cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih efisien. Perkembangan TI juga
mendorong institusi pemerintah untuk menyesuaikan diri dalam menyediakan
layanan yang lebih responsif dan berbasis digital, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan.

Kondisi geografis Kabupaten Kediri yang wilayahnya cukup luas
meningkatkan kebutuhan publik akan layanan publik yang mudah diakses,
terutama layanan pertanahan berbasis digital. Hal ini mendorong Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri untuk terus memperbarui serta meningkatkan
kualitas layanan melalui penerapan teknologi digital, demi menghadirkan
layanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, salah satu unit pelaksana teknis
Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah mengadopsi sejumlah program

digitalisasi layanan, meliputi penerapan sistem elektronis untuk sertifikat tanah,



pendaftaran tanah secara online, dan layanan informasi pertanahan berbasis
digital. Upaya digitalisasi ini dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan
peningkatan kualitas layanan dan kepuasan publik. Kabupaten Kediri, yang
memiliki keragaman karakter demografis dan geografis mulai dari area urban
hingga pedesaan, menjadi lokasi yang relevan untuk menilai seberapa efektif
digitalisasi layanan publik diterapkan. Keberagaman profil masyarakat di Kediri
dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak digitalisasi
terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Kebijakan digitalisasi pelayanan pertanahan telah dijalankan dengan
intensitas yang semakin meningkat sejak tahun 2023, sejalan dengan kebijakan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam
mendorong transformasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Peralihan
tersebut tidak hanya merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan
teknologi, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap pelayanan yang lebih cepat, praktis, transparan, dan akuntabel.
Berdasarkan dokumen Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan
Survei Persepsi Anti Korupsi sampai dengan Desember 2024 Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri, hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)-Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melibatkan 155 responden memperoleh nilai
agregat sebesar 3,83 dalam skala 4 atau 16,76 dalam skala 17,50, sehingga
pelayanan publik Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri berada pada kategori
Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat
memberikan penilaian yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan yang
diterima. Namun, instrumen survei tersebut menilai pelayanan secara umum dan
belum memisahkan secara khusus penilaian terhadap pelayanan berbasis digital
dan pelayanan non-digital. Oleh karena itu, hasil survei tersebut belum dapat
digunakan untuk menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi
merupakan dampak langsung dari penerapan digitalisasi pelayanan.

Meskipun hasil SKM tahun 2024 menunjukkan penilaian pelayanan secara
umum berada pada kategori sangat baik, berdasarkan informasi yang diperoleh

melalui wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan



Kabupaten Kediri, hingga tahun 2025 belum pernah dilakukan evaluasi secara
komprehensif yang secara khusus mengkaji pengaruh kualitas pelayanan
pertanahan berbasis digital terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kondisi
tersebut menunjukkan perlunya penelitian empiris yang secara khusus mengukur
kualitas pelayanan berbasis digital dan menganalisis pengaruhnya terhadap
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk
dikaji, khususnya terkait pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital terhadap
tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan. Kajian
mengenai digitalisasi pelayanan pertanahan di Kabupaten Kediri masih terbatas,
terutama yang membahas kualitas pelayanan berbasis digital dan tingkat
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penelitian terdahulu umumnya
lebih berfokus pada implementasi layanan pertanahan digital atau mekanisme
pelayanan berbasis elektronik, sehingga belum secara khusus mengkaji
pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital terhadap tingkat kepuasan
masyarakat pada pelayanan pertanahan. Penelitian ini dilakukan untuk
memberikan analisis yang lebih spesifik melalui pendekatan kuantitatif dalam
mengukur pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital terhadap tingkat
kepuasan masyarakat pada pelayanan pertanahan digital di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri.

“Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih
terukur dan objektif dalam menggambarkan pengaruh kualitas pelayanan
berbasis digital terhadap kepuasan masyarakat pada responden yang memenuhi

kriteria penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital berpengaruh
terhadap tingkat kepuasan Masyarakat?

2. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital terhadap

tingkat kepuasan masyarakat?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, agar pembahasan dalam

penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi

permasalahan pada beberapa hal sebagai berikut:

1.
2.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Objek penelitian yang diamati adalah pelayanan publik dalam urusan
pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Subjek penelitian adalah masyarakat yang pernah menggunakan layanan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kualitas pelayanan berbasis digital

terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Penelitian ini dibatasi pada masyarakat yang menggunakan layanan

pertanahan pada periode penelitian berlangsung.

D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan berbasis

digital terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu di bidang administrasi publik dan hukum pertanahan,
khususnya terkait dampak digitalisasi pelayanan publik terhadap kepuasan

masyarakat dalam urusan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Praktis

a.  Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris
mengenai pengaruh kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital

terhadap kepuasan masyarakat serta besarnya kontribusi pengaruh



tersebut. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kantor
Pertanahan Kabupaten Kediri dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan berbasis digital berdasarkan aspek-aspek pelayanan yang
diukur dalam penelitian.

. Bagi Masyarakat Pengguna Layanan

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk peningkatan
kualitas pelayanan yang pada akhirnya akan berdampak pada
peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
pertanahan. Hasil penelitian juga akan meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pelayanan publik.

Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian akan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
dalam bidang pelayanan publik digital dan dapat menjadi dasar
pengembangan instrumen penelitian yang lebih baik. Metodologi dan
temuan penelitian dapat direplikasi untuk konteks yang serupa di daerah

lain.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan pertanahan

berbasis digital dan kepuasan masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten

Kediri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan adanya hubungan
positif dan signifikan antara kualitas pelayanan pertanahan berbasis digital
dengan kepuasan masyarakat, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa responden yang memberikan
penilaian lebih baik terhadap kualitas pelayanan berbasis digital cenderung
memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Namun, karena penelitian ini
menggunakan desain cross-sectional, hasil tersebut diinterpretasikan
sebagai hubungan statistik dan tidak digunakan untuk menyimpulkan

hubungan sebab-akibat secara langsung.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,339 menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan berbasis digital mampu menjelaskan sebesar 33,9%
variasi kepuasan masyarakat pada responden yang diteliti, sedangkan 66,1%
variasi lainnya berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak dianalisis
dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas
pelayanan berbasis digital memperoleh rata-rata capaian sebesar 82,18%
dengan kategori baik, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat memperoleh
rata-rata capaian sebesar 81,58% dengan kategori puas atau baik. Hasil
perhitungan IKM sebesar 81,50 juga termasuk dalam kategori mutu
pelayanan Baik (B). Dengan demikian, kualitas pelayanan berbasis digital
memiliki keterkaitan yang bermakna dengan kepuasan masyarakat pada
responden penelitian, namun bukan merupakan satu-satunya faktor yang

berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat.
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B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan
dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, penelitian menggunakan desain
cross-sectional sehingga pengukuran kualitas pelayanan berbasis digital dan
kepuasan masyarakat dilakukan pada satu periode waktu. Oleh karena itu,
penelitian ini tidak dapat membuktikan perubahan kepuasan dari waktu ke waktu
maupun hubungan sebab-akibat secara langsung.

Kedua, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden. Teknik tersebut tidak
memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi
responden, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal
generalisasi terhadap seluruh pengguna layanan pertanahan berbasis digital di
Kabupaten Kediri.

Ketiga, penelitian hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu
kualitas pelayanan berbasis digital. Nilai koefisien determinasi sebesar 33,9%
menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian
yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dan belum dianalisis.

Keempat, data penelitian diperoleh melalui kuesioner berdasarkan
persepsi responden. Oleh karena itu, jawaban responden dapat dipengaruhi oleh
pengalaman individual dan subjektivitas dalam memberikan penilaian terhadap
pelayanan yang diterima.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri didorong untuk terus
meningkatkan kualitas layanan berbasis digital melalui pengembangan
sistem informasi yang lebih user-friendly, meningkatkan kecepatan layanan,
serta memperbarui fitur-fitur layanan digital agar lebih akomodatif terhadap
kebutuhan masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya

manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi informasi perlu dilakukan
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secara berkelanjutan untuk menjaga pelayanan yang profesional dan
responsif.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat memanfaatkan layanan pertanahan berbasis
digital secara optimal dan meningkatkan literasi digital agar proses layanan
berjalan lebih efektif dan efisien. Keterlibatan publik melalui masukan
maupun pengaduan terkait mutu layanan juga sangat diperlukan sebagai

dasar evaluasi untuk perbaikan layanan di masa depan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Riset berikutnya diharapkan mengembangkang model penelitian
dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi
tingkat kepuasan masyarakat, misalnya tingkat kepercayaan publik,
kemudahan penggunaan sistem, kualitas informasi, atau literasi digital.
Selain itu, peningkatan ukuran sampel dan penerapan metode penelitian
yang beragam diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih
komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-
faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan

pertanahan berbasis digital.
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